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Abstrak
 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menciptakan unifikasi dibidang hukum

perkawinan di Indonesia, yang diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku,

agama, dan ras. Akan tetapi, dalam hal perkawinan yang dilakukan antara mereka yang berbeda agama,

Undang-Undang Perkawinan hanya memberikan pengaturan yang berupa penyerahan sepenuhnya kepada

hukum agama yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, dewasa ini sering terjadi pengakuan dan pencatatan atas perkawinan antara

mereka yang berbeda agama, yang mana sesungguhnya perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan

perundang-undangan mengenai yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis membuat

penulisan mengenai permasalahan hukum dalam pencatatan perkawinan antara mereka yang berbeda agama

dengan meninjau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400/K/Pdt/1986 mengenai

perkawinan antara mereka yang berbeda agama.

Dalam penulisan ini dibahas permasalahan mengenai syarat syarat sahnya perkawinan menurut Undang-

Undang Perkawinan, dan mengenai sah/tidaknya pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan

putusan No. 1400/K/Pdt/1986 menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan dengan menggunakan metode

kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-

bahan pustaka atau yang disebut data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai permasalahan yang dibahas, maka penulis berpendapat dan menyimpulkan bahwa perkawinan sah

secara hukum apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama

dan kepercayaannya itu, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehubungan dengan Putusan MA-RI No.1400/K/Pdt/1986, adalah tidak dapat dibenarkan karena

perkawinan tersebut bertentangan dengan agama. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar lebih

ditingkatkan lagi kesadaran hukum terhadap agama, dan peranan Kantor Catatan Sipil dalam menjalankan

tugasnya.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=88573&lokasi=lokal

